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Pendidikan Nonformal 

A. P E N D A H U L U A N 
Kesulitan Dan tantangan dalam kehidupan manusia baik yang diakibatkan oleh 
lingkungan maupun alam yang kurang bersahabat, sering memaksa manusia untuk 
mencari cara yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kesulitan yang dialaminya. 
Masih banyaknya warga yang tidak melanjutkan pendidikan ke taraf yang 
memungkinkan mereka menggeluti profesi tertentu, menuntut upaya-upaya untuk 
membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat 
bagi pembangunan bangsa. 
Sejauh ini, anggran yang berkaitan dengan pendidikan mereka masih terbatas, sehingga 
berbagai upaya untuk dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun 
pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh 
kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk terus 
berpartisipasi aktif di dalamnya. 
Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi, pendidikan luar sekolah berusaha 
mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada, seperti pesantren, 
dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia 
merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan dicintai, dihargai dan diminati serta 
berakar dalam masyarakat. Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan 
berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, 
masyarakat merasakan adanya kebermaknaan dari program-program belajar yang 
disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. 
Dalam hubungan ini pendidikan termasuk pendidikan nonformal yang berbasis 
kepentingan masyarakat lainnya, perlu mencermati hal tersebut, agar keberadaannya 
dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan 
kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya pembangunan di masyarakatnya. Ini 
berarti bahwa pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber atau 
rujukan dalam penyelenggaaraan program pendidikannya. 
Hasil kajian Tim reformasi pendidikan dalam konteks Otonomi daerah (Fasli Jalal, Dedi 
Supriadi. 2001) dapat disimpulkan bahwa apabila pendidikan luar sekolah (pendidikan 
nonformal) ingin melayani, dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus berani 
meniru apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat dan kemudian diperkaya 
dengan sentuhan-sentuhan yang sistematis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan 



dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah dalam membantu menyediakan 
pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh jalur 
formal/sekolah. 
Bagi masyarakat yang tidak mampu, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup 
hari ini, karena itu mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak mau belajar hanya 
untuk belajar, untuk itu masyarakat perlu didorong untuk mengembangkannya melalui 
Pendidikan nonformal berbasis masyarakat, yakni pendidikan nonformal dari, oleh dan 
untuk kepentingan masyarakat 
B. PENDIDIKAN NONFORMAL BERBASIS MASYARAKAT 
Pendidikan berbasis masyarakat (communihy-based education) merupakan mekanisme 
yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan 
teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan 
berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya 
demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. 
Mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat 
seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.~ 
Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi 
masyarakat di dalamnva. Partisipasi pada konteks ini berupa kerja sama antara warga 
dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan 
aktivitas pendidikaan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masvarakat diasumsi 
mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu 
program pendidikan. 
1. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan 
melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan 
berbasis masyarakat menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar 
sepanjang hayat dalam mengsi tantangan kehidupan yang berubah-ubah. 
Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan 
pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 
masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidik memberikan jawaban atas 
kebutuhan masyarakat. pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan 
sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat 
dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Adapun 
pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua 
program yang dirancang untuk menjawab kebutullan mereka. Secara singkat dikatakan, 
masyarakat perlu diberdayakan, diberi Peluang dan kebebasan untuk merddesain, 
merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara 
spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri. 
Di dalam Undang-undang no 20/2003 pasal 1 ayat 16, arti dari pendidikan berbasis 
masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, 
budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan 
untuk masyarakat. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan berbasis masyarakat 
pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan 
kebebasan pada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan 
keinginan masyarakat itu sendiri. 
Sementara itu dilingkungan akademik para akhli juga memberikan batasan pendidikan 



berbasis masyarakat. Menurut Michael W. Galbraith, community-based education could 
be defined as an educational process by which individuals (in this case adults) become 
more corrtpetent in their skills, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain 
more control over local aspects of their communities through democratic participation. 
Artinya, pendidikan berbasis masvarakat dapat diartikan sebagai proses pendidikan di 
mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten dalam 
ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-
aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokratis. Pendapat lebih luas 
tentang pendidikan berbasis masyarakat dikemukakan oleh Mark K. Smith sebagai 
berikut: 
… as a process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with 
people living within a geographical area, or sharing a common interest, to develop 
voluntar-ily a range of learning, action, and reflection opportunities, determined by their 
personal, social, econornic and political need.” 
Artinya adalah bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang 
didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan 
mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai 
kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, 
tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan 
kebutuhan politik mereka. 
Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis masyarakat adalah salah satu 
pendekatan yang menganggap masyarakat sebagai agen sekaligus tujuan, melihat 
pendidikan sebagai proses dan menganggap masyarakat sebagai fasilitator yang dapat 
menyebabkan perubahan menjadi lebih balk. Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa 
pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggung jawab perencanaan hingga 
pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat bekerja atas 
asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi 
masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota ataupun desa, mereka telah memiliki potensi 
untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan sumber daya vang mereka miliki 
serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka 
hadapi. 
Dalam UU sisdiknas no 20/2003 pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat 
disebutkan sebagai berikut : 
1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada 
pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan 
budaya untuk kepentingan masyarakat. 
2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan 
kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan 
standar nasional pendidikan. 
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber-dari 
penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku. 
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi 
dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah. 
5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 



(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
Dari kutipan di atas nampak bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat 
diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta dasar dari pendidikan 
berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi 
kewenangan yang luas untuk mengelolanya. Oleh karena itu dalam 
menyelenggarakannya perlu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan 
masyarakat setempat. 
Untuk itu Tujuan dari pendidikan nonformal berbasis masyarakat dapat mengarah pada 
isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, 
budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan kewarganegaraan, 
pendidikan keagamaan, pendidikan bertani, penanganan masalah kesehatan serti korban 
narkotika, HIV/Aids dan sejenisnya. Sementara itu lembaga yang memberikan 
pendidikan kemasyarakat bisa dari kalangan bisnis dan industri, lembaga-lembaga 
berbasis masyarakat, perhimpunan petani, organisi kesehatan, organisasi pelayanan 
kemanusiaan, organisi buruh, perpustakaan, museum, organisasi persaudaraan sosial, 
lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain . 
2. Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat 
Model pendidikan berbasis masyarakat untuk konteks Indonesia kini semakin diakui 
keberadaannya pasca pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur pada 26 ayat 1 s/d 7. jalur yang digunakan bisa 
formal dan atau nonformal. 
Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis masyarakat adalah pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan 
pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal 
dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi 
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan 
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan nonformal 
meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang 
ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan 
nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat 
kegiatan masyarakat, majelis taklirn serta satuan pendidikan yang sejenis. 
Dengan demikian, nampak bahwa pendidikan nonformal pada dasarnya lebih cenderung 
mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan sebuah proses dan 
program, yang secara esensial, berkembangnya pendidikan nonformal berbasis 
masyarakat akan sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana hubungan-
hubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan 
concern terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat 
dalam kehidupan sosial, politik,, lingkungan, ekonomi dan faktor-faktor lain. Sementara 
pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan 
dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang pokok. Untuk 
memenuhinya, maka partisipasi warga harus didasari kebebasan tanpa tekanan dalam 
kemampuan berpartisipasi dan keingin berpartisipasi. 
3. Pinsip-prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Menurut Michael W. Galbraith pendidikan berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip 



sebagai berikut: 
• Self determination (menentukan sendiri). Semua anggota masyarakat memiliki hak dan 
tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan 
mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan 
kebutuhan tersebut. 
• Self help (menolong diri sendiri) Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika 
kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan 
dikembangkaii. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih 
baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk 
kesejahteraan mereka sendiri. 
• Leadership development (pengembangan kepemimpinan) Para pemimpin lokal harus 
dilatih dalam berbagai ketrampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, 
dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-
menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat. 
• Localization (lokalisasi). Potensi terbesar unhik tingkat partisipasi masyarakat tinggi 
terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan 
terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup. 
• Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan) Adanya hubungan 
antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik 
dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik. 
• Reduce duplication of service. Pelayanan Masyarakat seharusnya memanfaatkan secara 
penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber dava manusia dalam lokalitas mereka 
dan mengoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan. 
• Accept diversity (menerima perbedaan) Menghindari pemisahan masyarakat 
berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan 
yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti pelibatan 
warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka dosorong/dituntut untuk 
aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan 
aktifitas-aktifitas kemasyarakatan. 
• Institutional responsiveness (tanggung jawab kelembagaan) Pelayanan terhadap 
kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari 
lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. Lembaga harus 
dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar 
manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan. 
• Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup) Kesempatan pembelajaran formal dan 
informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis 
latar belakang masyarakat. 
Dalam perkembangannya, community-based education merupakan sebuah gerakan 
nasional di negara berkemang seperti Indonesia. community-based education diharapkan 
dapat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society). 
Dengan sendirinya, manajemen penndidikan yang berdasarkan pada community-based 
education akan menampilkan wajah sebagai lembaga pendidikan dari masyarakat. Untuk 
melaksanakan paradigma pendidikan berbasis masyarakat pada jalur nonformal setidak-
tidaknva mempersyaratkan lima hal (Sudjana. 1984). pertama, teknologi yang digunakan 
hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat. Teknologi 
yang canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah menjadi 



pengarbitan masyarakat yang akibatnva tidak digunakan sebab kehadiran teknologi ini 
bukan karena dibutuhkan, melainkan karena dipaksakan. Hal ini membuat masyarakat 
menjadi rapuh. Kedua, ada lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau 
dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat. Di sini dituntut adanya 
partisipasi masyarakat dalam peencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan 
pendidikan luar sekolah. Ketiga, program belajar yang akan dilakukan harus bernilai 
sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar dalam 
berperan di masyarakat. Oleh karena itu, perancangannya harus didasarkan pada potensi 
lingkungan dan berorientasi pasar, bukan berorientasi akademik semata. 
Keempat, program belajar harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi 
pemerintah. Hal ini perlu ditekankan karena bercermin pada pengalaman selama ini 
bahwa lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah terbukti belum mampu 
membangkitkan partisipasi masyarakat. Yang terjadi hanyalah pemaksaan program, 
karena semua program pendidikan dirancang oleh instansi yang bersangkutan. Kelima, 
aparat pendidikan luar sekolah/nonformal tidak menangani sendiri programnya, namun 
bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi 
kemasyarakatan ini yang menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan belajar mereka dan dalam berhubungan dengan sumber-sumber pendukung 
program. 
4. Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk pembangunan masyarakat 
Dalam upaya mendorong pada terwujudnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat, 
maka diperlukan upaya untuk menjadikan pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya 
membangun masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang tepat akan kondisi 
dan kebutuhan masyarakat. 
Pembangunan/pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat desa merupakan suatu 
fondasi penting yang dapat memperkuat dan mendorong makin meningkatnya 
pembangunan bangsa, oleh karena itu pelibatan masyarakat dalam mengembangkan 
pendidikan nonformal dapat menjadi suatu yang memberi makna besar bagi kelancaran 
pembangunan. 
Pengembangan masyarakat, pengembangan sosial atau pembangunan masyarakat sebagai 
istilah-istilah yang dimaksud dalam pembahasan ini mengandung arti yang bersamaan. 
Pengembangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, bila dibandingkan dengan 
daerah perkotaan jelas menunjukan suatu ketimpangan, sehingga memerlukan upaya 
yang lebih keras untuk mencoba lebih seimbang diantara keduanya. pengembangan 
masyarakat, pengembangan sosial atau pembangunan masyarakat tersebut menunjukkan 
suatu upaya yang disengaja dan diorganisasi untuk memajukan manusia dalam seluruh 
aspek kehidupannya yang dilakukan di dalam satu kesatuan Wilayah. Kesatuan wilayah 
itu bisa terdiri dari daerah pedesaan atau daerah perkotaan. 
Upaya pembangunan ini bertujuan untuk terjadinya perubahan kualitas kehidupan 
manusia dan kualitas wilayahnya atau lingkungannya ke arah yang lebih baik. Agar 
pembangunan itu berhasil, maka pembangunan haruslah menjadi jawaban yang wajar 
terhadap kebutuhan perorangan, masyarakat dan Pemerintah baik di tingkat desa, daerah 
ataupun di tingkat nasional. Dengan demikian maka isi, kegiatan dan tujuan 
pengembangan masyarakat akan erat kaitannya dengan pembangunan nasional. 
TR Batten menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat ialah proses yang dilakukan 
oleh masyarakat dengan usaha untuk pertama-tama mendiskusikan dan menentukan 



kebutuhan atau keinginan mereka, kemudian merencanakan dan melaksanakan secara 
bersama usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka itu (Batten, 1961). 
Dalam proses tersebut maka keterlibatan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut. 
Tahap pertama, dengan atau tanpa bimbingan fihak lain, masyarakat melakukan 
identifikasi masalah, kebutuhan, keinginan dan potensi-potensi yang mereka miliki. 
Kemudian mereka mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan mereka, menginventarisasi 
kebutuhan-kebutuhan itu berdasarkan tingkat keperluan, kepentingan dan mendesak 
tidaknya usaha pemenuhan kebutuhan. Dalam identifikasi kebutuhan itu didiskusikan 
pula kebutuhan perorangan, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Pemerintah di daerah 
itu. Mereka menyusun urutan prioritas kebutuhan itu sesuai dengan sumber dan potensi 
yang terdapat di daerah mereka. Tahap kedua, mereka menjajagi kemungkinan-
kemungkinan usaha atau kegiatan yang dapat mereka lakukan, untuk memenuhi 
kebutuhan itu. apakah sesuai dengan sumber-sumber yang ada dan dengan 
mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam 
kegiatan itu. Selanjutnya mereka menentukan pilihan kegiatan atau usaha yang akan 
dilakukan bersama. Tahap ketiga, mereka menentukan rencana kegiatan, yaitu program 
yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dimaksudkan untuk 
menumbuhkan rasa memiliki dikalangan masyarakat. Rasa pemilikan bersama itu 
menjadi prasarat timbulnya rasa tanggung jawab bersama untuk keberhasilan usaha itu. 
Tahap keempat ialah melaksanakan kegiatan. Dalam tahap keempat ini motivasi perlu 
dilakukan. Di samping itu komunikasi antara pelaksana terus dibina. Dalam tahap 
pelaksanaan ini akan terdapat masalah yang menuntut pemecahan. Pemecahan masalah 
itu dilakukan setelah dirundingkan bersama oleh masyarakat dan para pelaksana. Tahap 
kelima, penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan, terhadap hasil kegiatan dan 
terhadap pengaruh kegiatan itu. Untuk kegiatan yang berkelanjutan, hasil evaluasi itu 
dijadikan salah satu masukan untuk tindak lanjut kegiatan atau untuk bahan penyusunan 
program kegiatan baru. Semua tahapan kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat secara 
partisipatif. Pengembangan masyarakat yang bertumpu pada kebutuhan dan tujuan 
pembangunan nasional itu memiliki dua jenis tujuan. Tujuan-tujuan itu dapat 
digolongkan kepada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dengan sendirinya 
mengarah dan bermuara pada tujuan nasional, sedangkan tujuan khusus yaitu perubahan-
perubahan yang dapat diukur yang terjadi pada masyarakat. Perubahan itu menyangkut 
segi kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri setelah melalui program pengembangan 
masyarakat. Perubahan itu berhubungan dengan peningkatan taraf hidup warga 
masyarakat dan keterlibatannya dalam pembangunan. Dengan kata lain tujuan khusus itu 
menegaskan adanya perubahan yang dicapai setelah dilakukan kegiatan bersama, yaitu 
berupa perubahan tingkah laku warga masyarakat. Perubahan tingkah laku ini pada 
dasarnya merupakan hasil edukasi dalam makna yang wajar dan luas, yaitu adanya 
perubahan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan aspirasi warga masyarakat serta adanya 
penerapan tingkah laku itu untuk peningkatan kehidupan mereka dan untuk peningkatan 
partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan masyarakat 
itu bisa terdiri dari partisipasi buah fikiran, harta benda, dan tenaga (Anwas Iskandar, 
1975). Dalam makna yang lebih luas maka tujuan pengembangan masyarakat pada 
dasarnya adalah pengembangan demokratisasi, dinamisasi dan modernisasi (Suryadi, 
1971). 
Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang dikemukakan di sini ialah keterpaduan, 



berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri (swadaya dan gotong royong), dan 
kaderisasi. Prinsip keterpaduan memberi tekanan bahwa kegiatan pengembangan 
masyarakat didasarkan pada program-program yang disusun oleh masyarakat dengan 
bimbingan dari lembaga-lembaga yang mempunyai hubungan tugas dalam pembangunan 
masyarakat. Prinsip berkelanjutan memberi arti bahwa kegiatan pembangunan 
masyarakat itu tidak dilakukan sekali tuntas tetapi kegiatannya terus menerus menuju ke 
arah yang lebih sempurna. Prinsip keserasian diterapkan pada program-program 
pembangunan masyarakat yang memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan 
Pemerintah. Prinsip kemampuan sendiri berarti dalam melaksanakan kegiatan dasar yang 
menjadi acuan adalah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. 
Prinsip-prinsip di atas memperjelas makna bahwa program-program pendidikan 
nonformal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan menumbuhkan semangat 
pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan apa yang harus dijadikan substansi 
pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan 
pendidikan nonformal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan upaya-upaya 
yang serius agar hasil dari pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya 
peningkatan kualitas hidup mereka 
Dalam hal ini perlu disadiri bahwa pengembangan masyarakat itu akan lancar apabila di 
masyarakat itu telah berkembang motivasi untuk membangun serta telah tumbuh 
kesadaran dan semangat mengembangkan diri ditambah kemampuan serta ketrampilan 
tertentu yang dapat menopangnya, dan melalui kegiatan pendidikan, khususnya 
pendidikan nonformal diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang tinggi untuk 
membangun masyarakat desanya sendiri sabagai suatu kontribusi bagi pembangunan 
bangsa pada umumnya. 
C. K E S I M P U L A N 
Dari apa yang telah diuraikan terdahulu dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berkaitan 
dengan Pendidikan Nonformal berbasis Masyarakat sebagai berikut : 
• Pendidikan berbasis masyarakat merupakan upaya untuk lebih melibatkan masyarakat 
dalam upaya-upaya membangun pendidikan untuk kepentingan masyarakat dalam 
menjalankan perannya dalam kehidupan. 
• Pendidikan nonformal berbasis masyarakat merupakan suatu upaya untuk menjadikan 
pendidikan nonformal lebih berperan dalam upaya membangun masyarakat dalam 
berbagai bidangnya, pelibatan masyarakat dalam pendidikan nonformal dapat makin 
meningkatkan peran pendidikan yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. 
• Untuk mencapai hal tersebut pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan 
nonformal menjadi suatu keharusan, dalam hubungan ini diperlukan tentang pemehaman 
kondisi masyarakat khususnya di desa berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam 
rangka meningkatkan kualitas hidupnya, serta turut bertanggungjawab dalam upaya terus 
mengembangkan pendidikan yang berbasis masyarakat, khususnya masyarakat desa 
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3. (Dikutip dari: Harian RADAR Banjarmasin, Jum’at 2 Mei 2008) 

Strategi Pendidikan Milenium III 
(Tengkulak Ilmu: Rabunnya Intelektual Ilmiah) 
Oleh: Qinimain Zain 

FEELING IS BELIEVING. MANUSIA adalah binatang yang menggunakan 
peralatan. Tanpa peralatan, ia bukan apa-apa. Dengan peralatan, ia adalah segala-
galanya (Thomas Carlyle). 

DALAM momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2008, sangat 
tepat berbenah diri. Banyak kalangan menilai betapa rendahnya kualitas sumber 
daya manusia Indonesia dibanding bangsa lain. Ini ditandai dengan produktivitas 
kerja rendah sehingga ekonomi lemah, karena tidak efesien, efektif dan produktif 
dalam mengelola sumber daya alam yang meski begitu melimpah. 

Lalu, mengapa kualitas sumber daya manusia Indonesia rendah?  

KAPITAL manusia adalah kekayaan sebuah bangsa dan negara, sama halnya 
seperti pabrik, perumahan, mesin-mesin, dan modal fisik lainnya. Diakui dimensi 
teknologi, strategi, aliansi global dan inovasi merupakan komponen penting yang 
akan mempengaruhi keuggulan kompetitif pada masa depan. Namun demikian, 
komponen itu masih bergantung pada kembampuan manusia (Gary S. Becker). 

Dalam ilmu matematika ada acuan dasar sederhana penilaian apa pun, yaitu posisi 
dan perubahan. Jadi, jika bicara kemajuan pendidikan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia adalah berkaitan di mana posisinya dan seberapa besar 
perubahannya dibanding bangsa lain di bidangnya. 



Berkaitan dengan perubahan, ada dua cara posisi untuk unggul yaitu bertahan 
dengan keunggulan lokal dengan fungsi terbatas atau menyerang dengan 
keunggulan global dengan fungsi luas. Misal, menjadi ahli orang hutan 
Kalimantan yang endemik, atau menjadi ahli kera seluruh dunia. Jelas, sangat 
sulit menjadi unggul satu keahlian untuk global diakui secara global, sedang 
unggul keahlian untuk lokal diakui secara global pun – seperti tentang orang 
hutan Kalimantan (apalagi tentang gorila), didahului orang (bangsa) lain. Ini 
terjadi disemua bidang ilmu. Mengapa? 

Indonesia (juga negara terkebelakang lain) memang negara yang lebih kemudian 
merdeka dan berkembang, sehingga kemajuan pendidikan pun belakangan. 
Umumnya, keunggulan (sekolah) pendidikan di Indonesia hanya mengandalkan 
keunggulan lisensi, bukan produk inovasi sendiri. Contoh, sekolah (dan 
universitas) yang dianggap unggul di Kalimantan bila pengajarnya berasal 
menimba ilmu di sekolah (dan universitas) unggul di pulau Jawa (atau luar 
negeri). Sedang di Jawa, pengajarnya berasal menimba ilmu di luar negeri. Jika 
demikian, pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi) Indonesia atau di daerah 
tidak akan pernah lebih unggul di banding pusat atau luar negeri. (Ada beberapa 
sekolah atau universitas yang membanggakan pengajarnya lulusan universitas 
bergengsi atau menonjolkan studi pustaka di Jawa dan luar negeri. Artinya, ini 
sekadar tengkulak atau makelar (broker) ilmu dan teknologi). Dan memang, 
selalu, beban lebih berat bagi apa dan siapa pun yang terkebelakang karena harus 
melebihi kecepatan lepas (velocity of escape), kemampuan kemajuan yang unggul 
di depan untuk menang. Perlu kemauan keras, kerja keras dan strategi tepat 
mengingat banyak hal terbatas. 

WALAUPUN Anda berada pada jalan yang benar, maka akan tergilas jika Anda 
cuma duduk di sana (Will Roger). 

Lalu, mengapa otak orang lain unggul? Ada contoh menarik, Sabtu 30 Juli 2005 
lalu, Michael Brown dari California Institute of Technology mengumumkan 
“Keluarkan pena. Bersiaplah menulis ulang buku teks!”. Astronom Amerika 
Serikat ini, mengklaim menemukan planet ke-10 dalam sistem tata surya yang 
diberi nama 2003-UB313, planet terjauh dari matahari, berdiameter 3.000 
kilometer atau satu setengah kali dari Pluto. Planet ini pertama kali terlihat lewat 
teleskop Samuel Oschin di Observatorium Polmar dan teleskop 8m Gemini di 
Mauna Kea pada 21 Oktober 2003, kemudian tak nampak hingga 8 Januari 2005, 
15 bulan kemudian.  

Sebuah penemuan kemajuan ilmu pengetahuan luar biasa, yang sebenarnya biasa 
saja dan mungkin terjadi di Indonesia andai ilmuwannya memiliki alat teleskop 
serupa. Tanpa teleskop itu, ketika memandang langit mata kita rabun, sehingga 
yang terlihat hanya langit malam dengan kerlip bintang semata. Sejarah mencatat, 
ilmuwan penemu besar sering ada hubungan dengan kemampuannya merancang 
atau mencipta alat penelitian sendiri. Tycho Brahe membuat sekstan (busur 
derajat) pengamatan benda langit, Johannes Kepler dengan bola langit sebagai 



peta astronomi, Isaac Newton membuat teleskop refleksi pertama yang menjadi 
acuan teleskop sekarang, atau Robert Hooke merancang mikroskop sendiri. Dan, 
alat teknologi (hardware) pengamatan berjasa mendapatkan ilmu pengetahuan ini 
disebut radas, pasangan alat penelitian (software) pengetahuan sistematis disebut 
teori. 

ILMUWAN kuno kadang menekankan pentingnya seorang ilmuwan membuat 
alat penelitian sendiri. Merancang dan membuat sesuatu alat adalah sebuah 
cabang keahlian ilmiah (Peter B. Medawar). 

Lalu, sampai di manakah perkembangan ilmu pengetahuan (dan teknologi) di 
negara lain? Untuk (ilmu) pengetahuan sosial, di milenium ketiga kesejajaran dan 
keterpaduannya dengan ilmu pengetahuan alam, hangat di berbagai belahan 
dunia. Di ujung tahun 2007 lalu, Gerhard Ertl, pemenang Nobel Kimia tahun itu, 
kembali mengemukakan bahwa ilmuwan harus menerobos batasan disiplin ilmu 
untuk menemukan pemecahan beberapa pertanyaan tantangan besar belum 
terjawab bagi ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan menyatu seiring waktu. 
Banyak ilmuwan peserta forum bergengsi itu menjelaskan tugas penting ke depan 
yang harus diselesaikan berkenaan masalah batas, batasan atau titik temu pada 
dua atau lebih disiplin ilmu. Kemudian sejalan itu, tanggal 28 – 30 Maret 2008 
lalu, di Universitas Warwick, Warwick, Inggris, berlangsung British Sociological 
Association (BSA) Annual Conference 2008, dengan tema Social Worlds, Natural 
Worlds, mengangkat pula debat perseteruan terkini yaitu batas, hubungan dan 
paduan (ilmu) pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam dalam 
pengembangan teori (ilmu) sosial dan penelitian empiris, mencoba menjawab 
pertanyaan kompleks yang selalu mengemuka di abad ke 21 dalam memahami 
umat manusia. Berikutnya, tanggal 2-5 Desember 2008 nanti, akan digelar The 
Annual Conference of The Australian Sociological Association (TASA) 2008, di 
Universitas Melbourne dengan tema Re-imagining Sociology. 

Ini peluang momentum besar (yang hanya satu kali seumur dunia) bagi siapa pun, 
baik universitas atau bangsa Indonesia untuk berlomba memecahkan masalah 
membuktikan kemajuan, keunggulan dan kehormatan sumber daya manusianya di 
milenium ketiga ini. (Dari pengalaman, pandangan rendah bangsa lain terhadap 
Indonesia (dan pribadi), tergantung kualitas kita. Kenyataannya, ilmuwan besar di 
universitas besar di benua Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia pun, 
dengan rendah hati mau belajar (paradigma Total Qinimain Zain: The 
(R)Evolution of Social Science: The New Paradigm Scientific System of Science 
dengan saya) selama apa yang kita miliki lebih unggul dari mereka.  

SUMBER daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya 
manusia lakukan, tetapi dengan apa yang sumber daya manusia hasilkan (David 
Ulrich). 

Akhirnya, di manakah tempat pendidikan terbaik belajar untuk unggul secara 
lokal dan global di banding bangsa lain? Di University of Reality di kehidupan 



sekitar! Dengan syarat (mencipta dan) memiliki alat teknologi (hardware) atau 
alat teori (software) hebat sendiri. Jika tidak, semua mata intelektual ilmiah rabun, 
karena belajar dan memahami kehidupan semesta dengan otak telanjang adalah 
sulit bahkan mustahil, sama halnya mencoba mengamati bintang di langit dan 
bakteri di tanah dengan mata telanjang tanpa teleskop dan mikroskop. Sekarang 
rebut peluang (terutama untuk akademisi), bangsa Indonesia dan dunia krisis kini 
membutuhkan Galileo Galilei, Francis Bacon, dan Rene Descartes muda. Jika 
tidak, akan hanya menjadi tengkulak ilmu, dan harapan memiliki (serta menjadi) 
sumberdaya manusia berkualitas lebih unggul daripada bangsa lain hanyalah 
mimpi. Selamanya.  

BODOH betapa pun seseorang akan mampu memandang kritis terhadap apa saja, 
asal memiliki peralatan sesuai tahapan pemahaman itu (Paulo Freire) 

BAGAIMANA strategi Anda? 

*) Qinimain Zain – Scientist & Strategist, tinggal di Banjarbaru, Kalsel, email: 
tqz_strategist@yahoo.co.id (www.scientist-strategist.blogspot.com). 

Komentar oleh Qinimain Zain | Oktober 2, 2008 | Balas  

4. Tidak semua orang beruntung mendapatkan kesempatan untuk menikmati 
pendidikan di negeri tercinta ini, mereka yang “terbuang” biasanya hanya 
mendapat jatah kueh pendidikan non formal. Tapi sayang, disdik yang merupakan 
lembaga berkompeten tidak mampu memaksimalkan mereka yang “terbuang” itu 
untuk mendapatkan pendidikan seutuhnya. Coba lihat, di disdik ada bagian yang 
menangani pendidikan non formal (PNF) juga ada SKB yang didalamnya juga 
menangani PNF. Akhibatnya mereka yang “terbuang” tetap terbuang, dan hanya 
dimanfaatkan secara ekonomis oleh mereka-mereka yang memiliki program. 
Kasihan mereka yang “terbuang”, walau mereka merasa memiliki negeri yang 
tercinta ini. Bagaimana Kadisdik dan Bapak Mendiknas??????? 

Komentar oleh Bambang Kusnanto | November 3, 2009 | Balas  
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